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ABSTRAKSI

Kepailitan merupakan salah satu upaya untuk mempercepat proses likuidasi
harta debitor dan mempercepat upaya pelunasan utang-utang debitor kepada para
kreditornya. Kurator mempunyai wewenang untuk melakukan pengurusan terhadap
harta debitor ini. Kurator merupakan lembaga yang berwenang untuk mengurus dan
mengamankan aset-aset dan harta kekayaan yang dimiliki oleh debitor dalam rangka
pelunasan utang debitor. Hal ini akan menemui permasalahan ketika harta debitor
yang telah dinyatakan pailit tersebut, ternyata juga masuk dalam daftar barang yang
masuk dalam sita pidana. Tentunya hal ini akan memunculkan suatu perbenturan
kewenangan curator seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang dengan kewenangan penyidik seperti yang diatur di dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kedudukan
sita umum lebih tinggi daripada sita pidana. Intisari dari hukum kepailitan adalah sita
umum atas seluruh kekayaan debitor. Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang mengatur putusan pernyataan pailit berakibat segala penetapan pelaksanaan
pengadilan terhadap bagian dari harta kekayaan debitor yang telah dimulai sejak
kepailitan harus dihentikan seketika. Sita pidana atas harta debitor yang telah
dinyatakan pailit akan menjadi hapus setelah putusan pailit dijatuhkan. Pada saat itu
kurator berwenang untuk melakukan pemberesan harta debitor pailit meskipun status
harta debitor pailit tersebut di bawah sita pidana. Dalam rangka untuk melakukan
perlawanan kepada penyidik yang berbenturan kepentingan dalam melakukan
penyitaan terhadap harta debitor pailit, kurator dapat mengangkat sita pidana atas
harta debitor pailit melalui permohonan yang diajukan kepada Pengadilan Niaga
untuk mengangkat sita pidana atas harta debitor pailit
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